BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Definisi Pendapatan

Pendapatan merupakan jumlah dari seluruh uang yang diterima
seorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu
tahun). Pendapatan terdiri atas upah atau penerimaan tenaga Kkerja,
pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden serta
pembayaran atau penerimaan seperti tunjangan sosial atau asumsi
pengangguran (Nordhaus, 1993). Winardi (1991) menyebutkan bahwa
pendapatan adalah barang atau jasa yang dapat dikonsumsi selama periode
tertentu. Dengan demikian terlihat pendapatan mempunyai pengaruh
terhadap konsumsi dan tabungan akan meningkat pula.

Pendapatan daerah dapat diartikan sesuai dengan cara dari segi
mana melihatnya, adapaun definisi pendapatan daerah ditinjau dari
beberapa segi antara lain:

a. Ditinjau dari segi pendapatan, pendapatan daerah adalah jumlah
pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang
dimiliki oleh penduduk wilayah itu yang ikut serta dalam proses
produksi dalam jangka waktu tertentu.

b. Ditinjau dari segi pengeluaran, pengeluaran daerah adalah pengeluaran

konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari
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untung. Konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap perubahan
stok dan ekspor neto.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan
bahwa pendapatan daerah adalah pendapatan atau penerimaan yang berasal
dari potensi-potensi yang dimiliki daerah yang bertujuan untuk membiayai,
mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerah itu sendiri.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Permendagri No. 27 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1 menyebutkan
bahwa APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas tiga
komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah dan
Komponen Pembiayaan. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perekonomian makro menjelaskan bahwa dalam ekonomi makro
terdapat tiga komponen yaitu output, pendapatan dan pengeluaran. Output
pemerintah adalah pemerintah menyediakan barang atau jasa untuk
keperluan publik yang ditentukan oleh besaran pajak dari masyarakat,
sedangkan pendapatan nasional terdiri dari beberapa komponen yaitu Y =C
+ 1 + G, yang mana Y (pendapatan), C (konsumsi), | (investasi) dan G
(pembelian pemerintah), yang merupakan cakupan secara nasional

(Mangkoesoebroto, 2010).
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Pendapatan dalam suatu daerah merupakan pendapatan yang
mengutamakan pada penerimaan atau penambahan ekuitas dana tambahan
dalam periode waktu anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah
daerah dan tidak perlu melakukan pembayaran kembali (Khusaini, 2006).

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Sutrisno  (1995) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah
adalah pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam
menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.
Dumairi (1993) menyebutkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan
sebagai suatu ukuran kesanggupan pajak didefinisikan dengan luas sebagai
keuntungan ekonomis yang diterima seseorang selama suatu waktu dengan
lebih tepat. Definisi lain menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah
merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah
dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan baik
rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah adalah pendapatan rutin dari usaha yang dilakukan

pemerintah daerah dalam menggunakan potensi-potensi sumber keuangan
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daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Pendapatan
Asli Daerah bersumber dari:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi daerah
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2) Jasa giro
3) Pendapatan bunga
4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999, sumber pendapatan
asli daerah berasal dari:
a. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari :
1) Hasil pajak daerah
2) Hasil retribusi daerah
3) Hasil perusahaan milik daerah
4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang sah

5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
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b. Dana perimbangan:

1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari
sumber daya alam

2) Dana alokasi umum

3) Dana alokasi khusus

c. Pinjaman daerah
d. Lain-lain penerimaan yang sah
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan total
yang diperoleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh
factor-faktor produksi yang dimiliki asing, pengeluaran total atas barang
dan jasa yang diproduksi secara domestik atau nilai pasar semua barang
dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian dalam kurun waktu
tertentu (Mankiw, 2003).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita
dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan
output perkapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output
totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah
output total dibagi dengan jumlah penduduk (Boediono, 2008).

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan

alat ukur pertumbuhan ekonomi:
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a. Produk Domestik Bruto (PDB)
Produk Domestik Bruto (PDB), atau ditingkat regional disebut Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan
dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran
yg global sifatnya dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi
yang tepat , karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk
yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati
oleh setiap penduduk dinegara atau daerah yang bersangkutan.
b. Produk Domestik Bruto Per kapita atau Pendapatan Per kapita
Produk Domestik Bruto Per kapita atau Produk Regional Domestik
Regional Bruto Per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai
pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat
mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau daerah yang
bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.
Tarigan (2005) menjelaskan PDRB merupakan gambaran perekonomian secara
menyeluruh di daerah. Perekonomian wilayah merupakan peningkatan pendapatan
masyarakat atau penduduk secara keseluruhan yaitu kenaikan seluruh nilai tambah
yang terjadi pada wilayah tersebut dan biasanya dilakukan perhitungan nilai harga
berlaku akan tetapi untuk melihat lebih lanjut setiap tahun maka harus dinyatakan
dalam bentuk riil yang artinya dibentuk secara harga konstan.
PDRB konstan akan memberikan dampak langsung pada

perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif
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pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan
pengusaha. Seperti teori Peacock dan Wisemen dalam MangkoeSoebroto
(2010) yang menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan
berbagai pemungutan pajak dan meningkatkannya penerimaan pajak
menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Hal ini

seperti yang digambarkan dalam model Circular Flow berikut ini.

Pembelian Barang dan Jasa

(4)
Pembelian Barang dan Jasa Pajak
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Perusahaan Pemerintah Rumah Tangga
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Sumber: Rahardja (2008)

Gambar 1
Model Circular Flow



16

Model circular flow di atas menjelaskan bahwa perekonomian
terdiri atas empat sektor, yaitu:

a. Sektor rumah tangga, yang terdiri atas sekumpulan individu yang
dianggap homogen dan identik

b. Sektor perusahaan, yang terdiri dari berbagai perusahaan yang
memproduksi barang dan jasa.

c. Sektor pemerintah, yang mempunyai berbagai kewenangan politik
untuk menentukan perolehan pendapatan pemerintah dari masyarakat
dan perusahaan.

d. Sektor luar negeri, perekonomian negara yang melakukan ekspor
impor barang dari negara ke negara lain.

Gambar di atas menjelaskan urutan bergeraknya ekonomi dalam
suatu daerah. Garis 1 menggambarkan aliran pendapatan rumah tangga
dari sektor perusahaan yang dikelola baik swasta atau perorangan. Garis 2,
menunjukkan masyarakat memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah
misalnya pegawai pemerintah dan pemerintah bisa jadi menyediakan
anggaran untuk tunjangan masyarakat kurang mampu atau sedang
menganggur yang biasanya lebih pada negara maju, akan tetapi pada garis
(3) jika masyarakat pendapatannya melebihi yang telah ditentukan atau
masyarakat mampu akan dikenakan pajak oleh pemerintah selain itu juga
pemerintah mengenakan pajak di perusahaan vyaitu pada garis (6),
sedangkan pada garis (4) dan garis (5) penyediaan barang dan jasa dari

perusahaan untuk diperjualbelikan di dalam masyarakat dan garis (7) dan
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garis (8) di pemerintahan juga mendapatkan pendapatan yang berasal dari
kegiatan ekonomi ekspor impor.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013) angka PDRB dapat diperoleh
melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan
pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan
sebagai berikut :

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi digunakan untuk menghitung nilai tambah
barang dan jasa yang diproduksi oleh segala kegiatan ekonomi dengan
cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total produksi
bruto tiap-tiap sektor atau subsektor. Pendekatan ini banyak
digunakan pada perkiraan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan
produksi yang berbentuk barang. Nilai tambah merupakan nilai yang
ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi
dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan
ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam
proses produksi.

Di Indonesia sendiri dalam menghitung pendapatan nasional
maupun regional dari sisi produksi terdiri dari penjumlahan sembilan
sektor ekonomi/lapangan usaha antara lain:

1) Sektor Pertanian

2) Sektor Pertambangan dan Penggalian

3) Sektor Industri
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4) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
5) Sektor Bangunan/ Konstruksi
6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9) Sektor Jasa-jasa (BPS, 2013).
Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan maka nilai tambah dari setiap
kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua
balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha,
penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Penjumlahan semua
komponen ini disebut NTB, untuk tidak mencari untung, surplus
usaha tidak diperhitungkan. Yang dimaksud surplus usaha di sini
adalah bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode 21
pendekatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa
jasa seperti pada subsektor pemerintahan umum. Hal ini disebabkan
tidak tersedianya atau kurang lengkapnya data mengenai nilai
produksi dan biaya antara (Production Account) (Tarigan, 2005).
Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai
penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam

negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total



19

penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk (BPS,

2013):

1) Konsumsi rumah tangga,

2) Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,

3) Konsumsi pemerintah,

4) Pembentukan modal tetap bruto (investasi),

5) Perubahan stok, dan

6) Ekspor netto

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat

menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Data PDRB
mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan
sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB
yang besar menunjukkan kemampun sumber daya ekonomi yang besar,
begitu juga sebaliknya.

b. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan
untuk dinikmati oleh suatu daerah.

c. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun
ke tahun.

d. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur

perekonomian setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor
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ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis
perekonomian suatu daerah.

e. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk
barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan
diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

f. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan
kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan
oleh berbagai sektor ekonomi.

g. PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk
mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar
negeri.

h. PDRB dan PRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai
PDRB dan PRB perkepala atau persatu orang penduduk.

i. PDRB dan PRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk
mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu
daerah.

5. Penduduk
Menurut Population Reference Bureau (PRB) (2011), penduduk
merupakan sumber daya utama Yyang berpengaruh besar terhadap
pembangunan di suatu wilayah. Jumlah penduduk adalah sejumlah orang
yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mentaati

ketentuan-ketentuan dari daerah atau Negara tersebut.
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Anata (2008) menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang
yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan
atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi
bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif.
Penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah,
semakin produktif penduduk maka semakin besar kesempatan kerja yang
tercipta. Selain itu, jumlah penduduk kota yang diimbangi dengan SDM
yang terdidik akan membantu pembangunan daerah.

Mankiw (2006) menjelaskan bahwa penduduk akan mempengaruhi
pemerintah daerah, apabila kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada
daerah yang banyak jumlah penduduknya sehingga ada lebih banyak
temuan, maka daerah dengan banyak jumlah penduduk akan meningkatkan
pendapatan di dalam pemerintah daerah atau perkembangan daerah
tersebut lebih cepat. Pada teori Ekonomi Publik tentang pajak,
menyebutkan bahwa jumlah masyarakat mempunyai suatu tingkat
toleransi terhadap pajak, dimana masyarakat memahami besarnya
pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai
pengeluaran baik pemerintah pusat ataupun daerah (Mangkoesoebroto,
2010).

Menurut hukum Wagner, disebutkan dalam suatu perekonomian di
dalam masyarakat, apabila jumlah pendapatan perkapita meningkat, secara
relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat karena adanya

penerimaan pendapatan melalui pajak dan retribusi di kegiatan ekonomi.
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Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen vyaitu
(Gorahe dkk, 2013):
a. Fertilitas (kelahiran)

Fertilitas menurut istilah demografi diartikan sebagai hasil
reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita.
Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir
hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya
berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran
pada perubahan penduduk, sedangkan natalitas mencakup peranan
kelahitan pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

b. Mortalitas (kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu diantara tiga
komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk.
Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah
melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam
bidang ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya
semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap
saat setelah kelahiran hidup.

Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi
penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya perencanaan
fasilitas perumahan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya yang digunakan
untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk

kepentingan evaluasi terhadap program-program kebijakan penduduk.
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Migrasi

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang
mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara
regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya
densitas (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata,
adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang untuk
melakukan migrasi, di pihak lain, komunikasi termasuk transportasi
semakin lancar.

Migrasi juga diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan
tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui
batas politik/negara atau pun batas administrative/batas bagian dalam
suatu negara. Jadi, migrasi dapat diartikan sebagai perpindahan yang
relative permanen dari suatu daerah ke daerah lain. migrasi antar
bangsa (migrasi internasional) tidak begitu berpengaruh dalam
menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu negara kecuali di
beberapa negara tertentu yang berkenaan dengan pengungsian, akibat
dari adanya bencana baik bencana alam maupun perang. Pada
umumnya, orang yang datang dan pergi antar negara boleh dikatakan
berimbang saja jumlahnya. Peraturan-peraturan atau undang-undang
yang dibuat suatu negara pada umumnya sangat sulit dan ketat bagi
seseorang untuk bisa menjadi warga negara atau menetap secara

permanen di suatu negara lain.
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B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Susanto (2014) dengan judul Analisis Pengaruh PDRB,
Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus kota
Malang tahun 1998-2012). Penelitian tersebut menggunakan variabel PDRB,
penduduk, inflasi dan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan
penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD, sedangkan
inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Penelitian Prabawa (2009) dengan judul Analisis faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah kabupaten Banyumas.
Penelitian tersebut menggunakan variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain PAD yang sah dan PAD.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah
baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap
PAD.

Penelitian Atmaja (2009) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang
mempengaruhi PAD di Kota Semarang. Penelitian tersebut menggunakan
variabel pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk dan PAD. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan
PDRB berpengaruh positif terhadap PAD.

Penelitian Asmuruf, Vikie dan George (2015) dengan judul Pengaruh
Pendapatan dan jumlah penduduk terhadap PAD di Kota Sorong. Penelitian

tersebut menggunakan variabel PAD, PDRB, dan jumlah penduduk. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap
PAD, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) dengan judul tentang Analisis
Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
Peningkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian tersebut
menggunakan variabel pajak daerah, retribusi daerah dan PAD. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh
signifikan terhadap PAD.

Penelitian Hendaris (2013) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah
pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan
retribusi  daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan PAD.

C. Hipotesis
1. Pengaruh PDRB terhadap PAD
PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang
dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode
tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan
perekonomian di suatu wilayah atau daerah (Sukmaraga, 2011). Selain itu,
PDRB suatu daerah yang tinggi mencerminkan tingkat keberhasilan

pembangunan di daerah tersebut tinggi. Dengan dilaksanakannya
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pembangunan di setiap sector, maka akan meningkatkan pendapatan
daerah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi
PDRB suatu daerah maka akan semakin tinggi juga PAD daerah tersebut.
Penelitian Susanto (2014) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif
signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
Heruyanto (2016) dan Atmaja (2009). Berbeda dengan penelitian
Asmuruf, dkk (2015) yang membuktikan bahwa PDRB tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai
berikut:
Hal :  PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD

Penduduk sangat menentukan perekonomian di suatu daerah.
Jumlah penduduk yang besar dan diimbangi dengan kesempatan kerja
serta perekonomian yang stabil akan mendorong peningkatan
pembangunan daerah. Dengan dibangunnya pusat-pusat pelayanan
masyarakat akan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, yang
pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah penduduk
maka akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Susanto
(2014) membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif
signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian

Asmuruf, dkk (2015) dan Atmaja (2009). Berbeda dengan hasil penelitian
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Heruyanto (2016) yang membuktikan bahwa jumlah penduduk memiliki
pengaruh negative signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai
berikut:
Ha2 : jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap

PAD



